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BI'PATI KONAWE SELATAN

PROVIISI SULAUITSI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: Q TAHUN 2O2l

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN, REVISI DAN REnOCUSII\IG ANGGARAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a.

b.

c.

bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pergeseran anggaran

merupakan hal yang diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 163

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, l.ampiran Bab VI huruf D

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.07l2O21 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan

Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung

Penanganan Panderni Corona Vints Disea"se 2019 (COVID-19) dan

Dampaknya;

bahwa mengantisipasi adanya perubahan yang te{adi dalam

proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan dan

penanganan dan pencegahan pandemi corona uirus disease 2Ol9

(COVID-L9l dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem

keuangan daerah;
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran,

Revisi, dan Refoatsing Anggaran, dengan menuangkannya dalam

Peraturan Bupati Konawe Selatan.

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repiblik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523\;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4

Nomor 2+4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan

Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 56791;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2Ol8

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72O tahun 2078

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l lBerita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 888);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2OO9 Tentang Pokok-Pokok

Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2076 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun

2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2o2l Nomor 01);
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Menetapkan

16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2oL4 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18

Tahun 2Ol7 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2Ol4 Nomor 15);

17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2O2l tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2027 (Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2L Nomor 03);

19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2O2t tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA

PERGESERAN, REVISI, DAN REFOCUS/NG ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan peragkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyar Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

7945;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan;
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

Selatan;

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya di

singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;

10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang tedadi y{tg
mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar

kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar

rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah

Ernggaran;

11. Revisi Anggaran adalah perubahan yang terjadi di dalam rincian

obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggatan: dan/atau

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran OPD dan PPKD

yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah €mggaran altar

unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek

belanja dan antar rincian obyek belanja;

t2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat

DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh Pengguna Anggaran;

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPPA adatah dokumen yang memuat perubahan

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna

anggaran;
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l+. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraa.n arus kas keluar untuk

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

15. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan

estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD

mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima

pttluh persen);

16. DAU adalah dana alokasi umum yang bersumber dari

Pendapatan APBN ytrLg dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daeraJ:- untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33

Tahun 2OOal;

17. DBH adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi;

18. DAK adalah dana alokasi khusus y{tg bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

ytrLg merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional;

19. TKDD adatah dana transfer ke daerah dan dana desa y{tg

merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung

kebutuhan pendanaan pelayanan publik di daerah;

20. Refocusing adalah menunda atau membatalkan kegiatan-

kegiatan yang dianggap tidak lagr relevan atau tidak dalam

koridor prioritas, dan kegiatan lainnya yang tidak dapat

dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi;

21. COVID-l9 adalah Corona Vints Disea,se 2019 Sebagai jenis

penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

BAB II
MEKAITISMEPERGTSERANDANREIIISIAIIGGARAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat melakukan

pergeseran anggaran meliPuti :
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a. Antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar
jenis belanja;

b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan

c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

(2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

a. Keadaan darurat;

b. Keadaan luar biasa;

c. Dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan yang belum ditampung dalam

APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan serta adanya Kebijakan Pemerintah yang bersifat

strategis;

d. Penyelesaian pembayaran program/kegiatan yang dibiayai

dari dana pinjaman daerah;

e. Penyesuaian petunjuk teknis program/kegiatan yang

bersumber dari pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK),

Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU);

f. Penyelesaian pembayartrn kegiatan yang tidak terselesaikan

tahun sebelumnya;

g. Penanggulangan dan pencegahan pandemi Corona Vints

Disease 20 19 (COVID- 19).

Pasal 3

Kepala OPD mengajukan usulan pergeser€rn angga-ran secara tertulis

dengan dilengkapi penjelas€rn Emggaran yang mengalami perubahan

baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat

pergeseran dan revisi anggaran kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Peng4juan pergeseran allggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling lambat akhir bulan

Maret tahun berjalan dan/atau selama masa kedaruratan kesehatan

masyarakat pandemi COVID- 1 9.
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Pasal 5

Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis

belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah

mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan diberitahukan kepada

DPRD oleh OPD yang melakukan pergeseran dan revisi anggaran.

Pasal 6

(1) Pergeseran angga-ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam

rancang€rn Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

(2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa

penambahan dan/atau pengur€rngan akibat pergeser€ul

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam

kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD.

BAB III
MEKANISME RENOCUSflrc ANGGARAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan refocttsirq

anggar€u1 penyesuaian penggunaan TKDD untuk Tahun Anggaran

202t.

Pasal 8

(1) Refoansing anggaran sebagaimana dimaksud pada pasd 7

meliputi :

a. Belanja operasi; dan

b. Belanja modal.

(21 Refoansing anggar€rn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi :

a. Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;

b. Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan

mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan

yxrgbersifat mendesak dan dilakukan secara selektif;

c. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
8



d. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;

e. Cetak dan penggandaan;

f. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan

hari-hari tertentu;

g. Pemeliharaan;

h. Perawatan kendaraan bermotor;

i. Sewa rumah/gedung/ gudang/parker;

j. Sewa sarana mobilitas;

k. Sewa alat berat;

l. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya

listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;

m. Jasa konsultasi;

n. Tenaga ahli/ instruktur/ narasumber;

o. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;

p. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di

luar kantor; dan

q. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan

kelompok diskusi terfokus (foctts grolq) discttssion), serta

pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

(3) Refoatsing anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

b. Pengadaan mesin dan alat berat;

c. Pengadaan tanah;

d. Renovasi ruanganfgedung, meubelair, dan perlengkapan

perkantoran;

e. Pembangunan gedung baru; dan

f. Pembangunan infrastruktur lainnya.

Pasal 9

Kepala OPD mengajukxr refoansing anggaran secara tertulis dengan

dilengkapi penjelasan yang mengalami pengurangan anggaran kepada

Kepala Daerah.

Pasal 10

Pengajuan refoarcirry anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun be{dan

dan/atau selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat pandemi

9
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Pasal 1 1

refoansing Ernggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan

setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan diberitahukan

kepada DPRD oleh OPD yang melakukan refoatsing arrggaran.

Pasal 12

(l) refoctt^sing anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

(21 Anggaran yang mengalami pengurangan akibat refocttsittg

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam

kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD.

Pasal 13

Tata Cara Pergeseran, Revisi, dan Refoansing Anggaran, sebagaimalla

tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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BAB TV

PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Pergeseran

dan Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2O2O Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Konawe selatan.

2021

202t

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, LL Y/*94

PJ. BUPATI KONAWE SELATAN,

ANDI TENRI RAWE SILONDAE

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, a't plAG.gi

SEI(RETARIS DAERAII
KABT'PATEN KONAWE SELATAN,

SA^IANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2O2I NOMOR .8..

H.

PARAF KOORDINASI
INSTANSI PABAF

1. seroA /
2. aerter trt rl
3.Va.g!4AD
4. KABAG HUKUM

5.
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LA}TPIRAN PERATURAIT BIIPATI KOTTAIE SEI,ATAT

NOuoR :B rAHUf, 2{vzl.

TEIITAI|G : TATA CARA PERGESERAtr,

REI'ISI I'AJI R^E'IOCUSTIE AX(XiARAT

A. Format DPA - Pergeseran/Rwisi

DOEI'IS EAXAAIAAT A,f,GGARIT

ONGAIIAASI PlRA,rG.trAT DATNAE
f,OfOR DPA OPD

lomtrr DPA-
atP'DLLlRteEAEITPAI!il EOf,ArrE G{I/UI

TAEI']il AI(rcARAf, 2lo.

L,CL

x- xr-
Program

: LgxLrncg
Pelaksmm

Loksi Ke*iatrt
Dma

rnlft-tor Te4p:t xrnerJl

Capaim Prograrn
Maukm
Kelum

H*il

Rincim Dokumen Pelaksm Anggara Belanja langsung mmurut Progm dm perkegiatdl
Perangkat Daerah

Eode
ncfcabg

IrEL! Vollo S6ra Erryr86.r
I 2 3 4 5 6=(3x5)

5.x
5.x.x
5.x-x.s
5-x.x.n-Xx

Jumlah

Mengeahkan
PE'ABAT PENGET'IA KEUANGAN DAERAH

Andmlo,
PENGGUNA ANGGARAN

NIP.

RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN
TANDA

TRIWULAN I RP.

TR]WUIANII RP.

TRIWUI,ANIII RP,

Ketua
Selaetaris

TRIWUIANIV Rp.

JUMIAH Rp. 4*ec-"13
4"-:#-"13

I Atr rr

.hrleh

NAMA NIP TARATAN

Aneota

Angcota



B. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN/DINAS/ KANT OR / BAGIAN xxxxxxx

Alomot : Jatan kircs Andoolo - Ibtrdori Konplelrs Peda nbna No. 01, Kabrytaten Konaue *laton

Nama Satuan Kerja

Nama Kegiatan

Nomor DPA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertangggngiawab penuh atas

dilakrrkannya Pergeseran Anggaran/Revisi Anggaran pada Kegiatan

serta akan mel,aksanakan kegiatan tersebut

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku'

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan Sebenarnya

Andoolo, 2O2x

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

TTD Asli & di S:tempel Basah

NIP
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